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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti mengenai 

implementasi kebijakan e-govermet dalam peningkatan pelayanan publik di Desa 

Lanaus dapat di tarik simpulan sebagai berikut : 

1. Komunikasi, implementasi kebijakan e-goverment dalam peningkatan 

pelayanan publik di Desa Lanaus yaitu pemerintah Daerah telah memberikan 

perintah dan aturan kepada setiap pemerinta desa agar menerapkan e-goverment 

dengan tujuan agar pelayanan publik itu berjalan dengan efektif. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa pemerintah daerah belum melakukan 

sosialisasi terkait e-goverment sehingga pemerintah Desa belum menerapkan e-

goverment di desa. 

2. Sumberdaya, implementasi kebijakan e-goverment dalam peningkatan 

pelayanan publik di Desa Lanaus yaitu para aparat desa pernah mengikuti 

BIMTEK. Namun dalam pelaksanaanya Pemerintah Desa Lanaus tidak 

memiliki sumberdaya manusia yang menguasai teknologi informasi sehingge 

belum adanya penerapan e-goverment di Desa Lanaus. 

3. Disposisi, implementasi kebijakan e-goverment dalam pelayanan publik 

pemerintah daerah sangat mendukung penuh adanya implementasi kebijakan e-

govement di Desa karena dengan adanya kebijakan e-goverment maka informasi 

terkait pelayanan publik dapat diakses secara online. akan tetapi masih terdapat 



62 

 

kendala dimana belum ada staf yang menguasai teknologi informasi dan juga 

masayrakat yang kurang memahami bagaiman cara mengunakan media 

elektornik oleh karena itu jika pemerintah desa akan menerepkan e-goverment 

maka pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan tentan 

impelemtasi kebijakan e-goverment. 

4. Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan e-goverment dalam pelayanan 

publik yaitu pemerintah daerah sangat mendukung penuh adanya implementasi 

kebijakan e-goverment di desa. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi 

yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan 

serta pengelolaan kegiatan mulai dari .pembuatan kebijakan sampai pada para 

pelaksana di lapangan. implementasi kebijakan e-goverment dalam pelayanan 

publik yaitu pemerintah daerah sangat mendukung penuh adanya implementasi 

kebijakan e-goverment di desa  

1.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

memberikn saran terkait dengan implementasi kebijakan e-goverment dalam 

peningkatan pelyanan publik di Desa Lanaus sebagai berikut: 

1. Pemerintah  Desa perlu menerapkan kebijakan e-goverment di desa lanaus agar 

pelayanan publik berjalan dengan efektif. 

2. Pemerintah Desa perlu memberikan pelatihan atau kursus kepada aparat desa 

terkait terknologi informasi. 
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